
 
BUPATI KUTAI BARAT 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT 

NOMOR 12 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA DILINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KUTAI BARAT, 

 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka perbaikan manajemen kinerja 

sebagaimana diamanatkan dalam dalam Peraturan 
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang  Sistem 
Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 

dimana untuk menilai tingkat Akuntabilitas kinerja 
atau pertanggungjawaban terhadap penggunaan 

anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan 
yang berorientasi pada hasil (oriented government); 

b. bahwa pelaksanaan pengukuran Kinerja yang akan 
digunakan untuk bahan Pelaporan Kinerja Instansi 

Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kutai Barat perlu dilakukan penyempurnaan dan 
penyeragaman dalam bentuk format maupun isi 

subtansi didalamnnya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pengukuran Kinerja dilingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Uandang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 47 

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai 

Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 
Bontang(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 38), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 
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Timur dan Kota Bontang(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 33962; 

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Perfaturan 

Perundanga-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
1842); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
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Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 

183); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK 

PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA DILINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat 
Daerah,Sekretariat DPRD, Dinas Badan dan Kecamatan di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. 

7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran 
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. 

8. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan 
dan sasaran strategis Perangkat Daerah. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah Rencana pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Kutai Barat. 

10. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 
sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi 

dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan 
dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang 

ditetapkan. 

11. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh 
instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur 

dalam kurun waktu yang lebih pendek. 
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BAB II 

PENGUKURAN KINERJA 

Pasal 2 

 
(1) Pemerintah daerah dan Perangkat Daerah melakukan pengukuran 

kinerja. 

(2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
sesuai hasil pengelolaan data kinerja. 

(3) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mencakup: 

a. penetapan data dasar (baseline data); 

b. penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan 
registrasi; 

c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan 

d. pengkompilasian dan perangkuman. 

(4) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah 

ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja. 

(5) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan 
ayat (4) dilakukan dengan cara: 

a. membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja 
yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja 

dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan; dan 

b. membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun 

berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang 
direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. 

 

Pasal 3 
 

(1) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan 
secara berkala (triwulan) dan tahunan terhadap capaian realisasi 

kinerja. 

(2) Pengukuran kinerja triwulan tingkat pemerintah daerah dan Perangkat 
Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Tim Monitoring 

dan Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 
paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhir triwulan yang 

bersangkutan. 

(3) Pengukuran kinerja tahunan tingkat pemerintah daerah dan 

Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Tim 
Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai 
Barat paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 
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(4) Formulir pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini 

 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kutai Barat. 

 

 

Ditetapkan di Sendawar, 
pada tanggal, 30 Mei 2018 

 
BUPATI KUTAI BARAT, 

 

 
         ttd 

 
                           FX. YAPAN 

 
 
 

 
Diundangkan di Sendawar, 

pada tanggal, 30 Mei 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, 
 
 

  ttd 
 

                          YACOB TULLUR 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 12. 

Nama Jabatan Paraf 

H. Edyanto Arkan, S.E. Wakil Bupati  

Drs. Yacob Tullur, M.M. Sekda  

Drs. Aminuddin, M.Si. Ass. III  

Erik Victory, S.Sos. Kabag. Organisasi  

Yosef Stevanson, S.H. Kabag. Hukum  

Pidesia, S.E. M.Si. Kasubag. Kumdang  
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LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI 
NOMOR 12 TAHUN 2018 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PENGUKURAN KINERJA 
DILINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN KUTAI BARAT 
 

PENGUKURAN KINERJA 
 

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA 

 
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan 

dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada 
perjanjian kinerja. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari surat 

penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator 
kinerja ditingkat sasaran strategis. Pengukuran dilakukan dengan 
memanfaatkan data kinerja melalui dua sumber, yaitu : (1) Data Internal, 

berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada Instansi, dan (2) Data 
Eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data 

sekunder. 

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara: 

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja 
yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam 
rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan; 

2. Membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun 
berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang 

direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. 

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan 

terhadap capaian realisasi kinerja sesuai dengan formuir kinerja triwulan 
dan tahunan. 
 

B. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA 
 

Pengukuran Kinerja sebagaimana diuraikan diatas dituangkan dalam 
Formulir Pengukuran Kinerja tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat 

Daerah sebagai berikut: 
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CONTOH FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN 

TINGKAT PEMERINTAH DAERAH 
 
 

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN XX TAHUN 20XX 
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT 

 

No 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 

REALISASI REALISASI 
S/D 

TRIWULAN 
INI 

   % 

CAPAIAN 

 

PERMASALAH
AN 

SOLUSI 
I II III IV 

(1) (2) (3) (4) (5)       (6)      (7)      (8) (9) (10) (11) (12) 

            

            

            
 

 

Penjelasan pengisian terhadap formulir diatas adalah sebagai berikut: 

1. Pada kolom (1) diisi no urut; 

2. Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah atau 

kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang 
bersangkutan; 

3. Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain 
dari Pemerintah Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang 
ingin diwujudkan; 

4. Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau 
seharusnya dicapai oleh Pemerintah Daerah; 

5. Pada Kolom (5)s/d kolom (8) diisi dengan realisasi kinerja yang telah 
dicapai pada masing-masing triwulan (I,II,III dan IV) dari masing-

masing indikator kinerja; 

6. Pada kolom (9) diisi dengan realisasi kumulatif kinerja yang dicapai 
mulai dari Triwulan I samapi dengan Triwulan IV dari masing-masing 

indikator kinerja; 

7. Pada kolom (10) diisi dengan angka presentase pencapaian target dari 

masing - masing indikator kinerja mulai dari triwulan I sampai dengan 
triwulan IV (realisasi (TW I s/d TW IV) /target x 100%); 

8. Pada kolom (11) diisi dengan permasalahan yang terjadi terhadap 
rendahnya realisasi kinerja; 

9. Pada kolom (12) diisi dengan uraian solusi penyelesaian permasalahan 

yang terjadi. 
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CONTOH FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN 

TINGKAT PEMERINTAH DAERAH 
 
 

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 20XX 

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT 
 

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

      

      

      

 

Program Anggaran Realisasi Anggaran 

1. ……………………………. Rp. ………………………….. Rp. ………………………….. 

2. ………………………….. Rp. ………………………….. Rp. ………………………….. 

 
 

Sendawar,…………………………20xx 
Bupati Kutai Barat, 

 

 
 
 

(………………………………..) 
 

 

 

Penjelasan pengisian terhadap formulir diatas adalah sebagai berikut: 

1. Pada kolom (1) diisi no urut; 

2. Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah atau 

kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang 
bersangkutan; 

3. Pada kolom (3) diisi dengan indicator kinerja utama dan indicator lain 
dari Pemerintah Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang 

ingin diwujudkan; 

4. Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau 
seharusnya dicapai oleh Pemerintah Daerah; 

5. Pada Kolom (5) diisi dengan realisasi kinerja dari masing-masing 
indicator kinerja; 

6. Pada kolom (6) diisi dengan angka prosentase pencapaian target dari 
masing-masing indicator kinerja (realisasi/target x 100%); 

7. Pada kolom program diisi dengan nama program Pemerintah Daerah 
yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai; 

8. Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan 

untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan; 

9. Pada kolom Realisasi anggaran diisi dengan besaran anggaran yang 

digunakan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan. 
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CONTOH FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN 

TINGKAT PERANGKAT DAERAH 
 

 
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN XX TAHUN 20XX 

DINAS/BADAN/KECAMATAN XX 
 

No 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 

REALISASI REALISASI 

S/D 
TRIWULAN 

INI 

  % 

   CAPAIAN 

 

 

PERMASAL
AHAN 

    SOLUSI 
I II III IV 

(1) (2) (3) (4) (5)   (    6)       (7)     (8) (9) (10) (11) (12) 

            

            

            

 
 

 

 

Penjelasan pengisian terhadap formulir diatas adalah sebagai berikut: 

1. Pada kolom (1) diisi no urut; 

2. Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah atau 

kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang 
bersangkutan; 

3. Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indicator lain 
dari Pemerintah Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang 
ingin diwujudkan; 

4. Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau 
seharusnya dicapai oleh Pemerintah Daerah; 

5. Pada Kolom (5) s/d kolom (8) diisi dengan realisasi kinerja yang telah 
dicapai pada masing-masing triwulan (I, II, III dan IV) dari masing-

masing indikator kinerja; 

6. Pada kolom (9) diisi dengan realisasi kumulatif kinerja yang dicapai 
mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV dari masing - masing 

indikator kinerja; 

7. Pada kolom (10) diisi dengan angka prosentase pencapaian target dari 

masing-masing indikator kinerja mulai dari triwulan I sampai dengan 
triwulan IV (realisasi (TW I s/d TW IV) /target x 100%); 

8. Pada kolom (11) diisi dengan permasalahan yang terjadi terhadap 
rendahnya realisasi kinerja; 

9. Pada kolom (12) diisi dengan uraian solusi penyelesaian permasalahan 

yang terjadi. 
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CONTOH FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN 

TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
 
 

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 20XX 

DINAS/BADAN/SEKRETARIAT/KECAMATAN XX 
 

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
% 

CAPAIAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

      

      

      

 

Program Anggaran Realisasi Anggaran Keterangan 

1. …………… Rp. ……………… Rp. …………………  

2. ………… Rp. ………………… Rp. …………………  

 
 

Sendawar,…………………………20xx 

Kepala Perangkat Daerah, 

 
 
 

(………………………………..) 
 

 

 

Penjelasan pengisian terhadap formulir diatas adalah sebagai berikut: 

1. Pada kolom (1) diisi no urut; 

2. Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah atau 

kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang 
bersangkutan; 

3. Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain 
dari Pemerintah Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi 

yang ingin diwujudkan; 

4. Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau 
seharusnya dicapai oleh Pemerintah Daerah; 

5. Pada Kolom (5) diisi dengan realisasi kinerja dari masing-masing 
indicator kinerja; 

6. Pada kolom (6) diisi dengan angka prosentase pencapaian target dari 
masing-masing indicator kinerja (realisasi/target x 100%); 

7. Pada kolom program diisi dengan nama program Perangkat Daerah 
yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai; 

8. Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang 

dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan; 

9. Pada kolom Realisasi anggaran diisi dengan besarn anggaran yang 

digunakan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan; 

10. Pada Kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang 

penting, misalnya realisasi sumber dana (APBD, APBN, Tugas 
Pembantuan) dan hal penting lainnya. 
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CONTOH FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) 

TINGKAT PERANGKAT DAERAH 
 

 

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 20XX 

DINAS/BADAN/SEKRETARIAT/KECAMATAN/KELURAHAN 

No PROGRAM 

KEGIATAN 
% CAPAIAN 

TARGET 
KET 

URAIAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN TARGET REALISASI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7)/(6)*100% (9) 

         

         

         

 

Sendawar,…………………………20xx 
Kepala Perangkat Daerah, 

 

 

 

 

(………………………………..) 

 

 

Penjelasan pengisian terhadap formulir diatas adalah sebagai berikut: 

1. Pada kolom (1) diisi dengan nomor urut; 

2. Pada kolom (2) diisi dengan nama Program; 

3. Pada kolom (3) diisi dengan nama Kegiatan dalam lingkup program; 

4. Pada kolom (4) diisi dengan Indikator Kinerja kegiatan berdasarkan 

kelompok masukan, keluaran dan hasil; 

5. Pada kolom (5) diisi dengan Satuan dari setiap Indikator kinerja 

kegiatan; 

6. Pada kolom (6) diisi dengan Target dari masing-masing indicator 
kinerja kegiatan; 

7. Pada kolom (7) diisi dengan Realisasi dari masing-masing Indikator 
Kegiatan (realisasi/target x 100%); 

8. Pada kolom (8) diisi dengan Presentase Pencapaian target dari masing 
indikator Kegiatan (realisasi/target x 100%); 

9. Pada kolom (9) diisi dengan berbagai hal yang perlu dijelaskan 
berkaitan dengan realisasi dan pencapaian target. 

 

 

BUPATI KUTAI BARAT, 
 

 
           ttd 

 
             FX.YAPAN 

Nama Jabatan Paraf 

H. Edyanto Arkan, S.E. Wakil Bupati  

Drs. Yacob Tullur, M.M. Sekda  

Drs. Aminuddin, M.Si. Ass. III  

Erik Victory, S.Sos. Kabag. Organisasi  

Yosef Stevanson, S.H. Kabag. Hukum  

Pidesia, S.E. M.Si. Kasubag. Kumdang  

 


